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PEMANTAUAN,EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian TPB dari waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian TPB yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah hingga pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan pelaksana TPB.
4.1. Landasan Hukum
Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu kewajiban dari Tim Pelaksanaan TPB dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut di mana setiap Menteri/Kepala Lembaga dan juga Gubernur Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs Nasional. 
4.2. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi program Pencapaian TPB pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan  (stakeholders). 
Pemantauan dan Evaluasi pada lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh Organisasi Perangkat Daerah (PD) terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program serta mengukur dampak kebijakan dan program Pencapaian Target TPB.
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi pencapaian TPB Provinsi Kalimantan Timur pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan non-pemerintah. Hasil Pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasi oleh Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2018.
Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program pencapaian TPB adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai. Dengan demikian akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan.
Disamping prinsip tersebut di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang antara lain :
1.   Pelaku pemantauan dan evaluasi adalah semua pelaku/stakeholders yang berkepentingan terhadap pencapaian target TPB di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program pencapaian target TPB di Provinsi Kalimantan Timur adalah pemantau bagi program yang terkait langsung dengan pelaksana program dan kegiatan dan bagi pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab mengkoordinasikan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masing- masing stakeholders baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
2.   Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pencapaian target TPB Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
3.   Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB adalah seluruh sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan, sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang hasilnya dikaji bersama sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan pencapaian TPB selanjutnya.
4.   Metode pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB ditentukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing dengan semangat memperbaiki kebijakan, program dan kegiatan pencapaian TPB yang sedang berjalan.
4.3. Tujuan/Kegunaan Pemantauan Dan Evaluasi

Tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui kemajuan pencapaian target TPB dari waktu ke waktu. Pemantauan ditekankan pada pengukuran kemajuan pencapaian dan perubahan atas satuan setiap target dan indikator TPB, termasuk di dalamnya mengetahui prestasi dan kendala pencapaian target dan indikator tertentu. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan pada anggaran yang telah direalisasikan dalam APBN dan APBD. Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan dipergunakan sebagai masukan untuk perbaikan perencanaan program dan kegiatan ke depan.
Ada dua kegunaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB yaitu:
1. Kegunaan terkait dengan operasional
Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai target TPB yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program Pencapaian SDGs yang dilakukan, melakukan perubahan-perubahan modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan/program Pencapaian SDGs yang dilaksanakan, dan dapat mengembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelaporan kegiatan.

2. Kegunaan terkait dengan kebijakan
Berdasarkan hasil evaluasi dapat dirumuskan kembali strategi pencapaian target TPB, pendekatan dan asumsi-asumsi yang digunakan. Selain itu, untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar program dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi di masa mendatang.
4.4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi
Kegiatan Pemantauan evaluasi percepatan pencapaian target TPB dibagi menurut waktu pelaksanaannya sebagai berikut:
1.  	Pemantauan pada saat program dan kegiatan berjalan, dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
2.  	Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahuan yang telah disusun.
3.  	Evaluasi akhir (summative evaluation), dilakukan pada akhir periode rencana aksi ini yaitu tahun 2018.
Dengan demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang sekali saja dilakukan pada saat akhir program/kegiatan tetapi kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tahapan yang dilaksanakan.
4.5. Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi
4.5.1. Mekanisme Pemantauan RAD
Kewajiban penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Sementara itu laporan pencapaian atas pelaksanaan target TPB Provinsi disampaikan oleh Gubernur setiap enam bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas selaku koordinator Pelaksana TPB dan juga Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2. Adapaun alur pemantauan pelaksaan TPB daerah adalah sebagai berikut:
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Gambar 4.1  Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB 
Provinsi Kalimantan Timur

4.5.1.1.  Alur Laporan 
a. Langkah 1
Setiap enam bulan sekali, Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi Kalimantan Timur mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB yang dilakukan oleh Pokja 4 pilar dan kemudian menuangkannya ke dalam format matriks 2 yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan tersebut.
b. Langkah 2
Matriks konsolidasi dari semua pilar dilengkapi dengan penjelasan tentang kemajuan, kendala dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai standar yang telah dinyatakan dalam RAD dikirimkan kepada Gubernur Kalimantan Timur oleh Kepala Bappeda Provinsi selaku Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Kalimantan Timur.


c.Langkah 3
Gubernur menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat TPB nasional untuk koordinasi pelaporan RAD dari seluruh Provinsi.
4.5.1.2. Alur Umpan Balik
Mekanisme umpan balik dilakukan untuk mewadahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas pencapaian indikator TPB yang dilaporkan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Berdasarkan umpan balik dari Tim Pelaksana TPB nasional, Gubernur Kalimantan Timur memperbaiki atau merumuskan ulang program dan kegiatan pencapaian TPB daerah dan menuangkannya ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran untuk mendapatkan kesepakatan dari DPRD dan kepada Bappeda sebagai arahan penyusunan program dan kegiatan periode berikutnya.
4.5.2. Mekanisme Evaluasi
Terdapat dua jenis evaluasi yaitu tahuan dan akhir periode. Kegiatan evaluasi tahunan dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Sedangkan evaluasi akhir periode dilaksanakan pada akhir periode RAD TPB yaitu tahun 2018. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB serta mencari jalan keluar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yang telah ditetapkan dan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi Kalimantan Timur. Adapun mekanisme yang diterapkan dalam proses evaluasi pada Provinsi Kalimantan Timur ada sebagai berikut:
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4.5.2.1.  Alur laporan evaluasia. 
a. Langkah 1

Laporan evaluasi atas pencapaian indikator TPB utamanya datang dari BPS melalui berbagai survei yang mencakup Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu, laporan evaluasi diperoleh juga dari berbagai survei sektoral dan laporan-laporan administratif yang dilakukan oleh PD.
Laporan evaluasi tersebut yang telah dipetakan ke dalam jenis-jenis indikator provinsi disampaikan Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Kalimantan Timur untuk dikonsolidasikan.
b. Langkah 2
Ketua Tim Pelaksana menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Gubernur sebagai Ketua Tim Pengarah untuk menjadi masukan evaluasi program dan kegiatan bagi pengendalian dan evaluasi program pembangunan.


4.5.2.2.  Alur Umpan Balik 
a. Langkah 3
Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan arahan kebijakan dari Gubernur Kalimantan Timur sebagai Ketua Tim Pengarah terkait hasil evaluasi TPB Provinsi Kalimantan Timur untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan RPJMD periode berikutnya.

b. Langkah 4
Ketua Tim Pelaksana memberikan penjabaran arahan kebijakan untuk diintegrasikan dalam proses penyiapan RKPD dan RPJMD pada siklus berikutnya kepada Kelompok Kerja TPB Provinsi Kalimantan Timur.

c. Langkah 5
Kelompok Kerja merincikan umpan balik yang harus direncanakan dan dianggarkan oleh masing-masing PD pada program dan kegiatan masing- masing.
4.6. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Pihak Non Pemerintah

Mekanisme monitoring dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi dan akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB bersifat sukarela (voluntary), oleh karena itu mekanisme pelaporannya bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kapasitas organisasi non pemerintah sangat beragam, maka perlu dirumuskan mekanisme pelaporan yang sederhana dan efisien, namun tetap tidak mengurangi esensi hal yang dikerjakan.
Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (voluntary self assesment) dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati.
Adapun alur informasi pemantauan dan evalausi dari organisasi non pemerintah adalah sebagai berikut, seperti digambarkan dalam bagan :
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Gambar 4.3.  Alur Informasi Evaluasi untuk RAD TPB
Provinsi Kalimantan Timur Non- Pemerintah

4.6.1. Alur Laporan 
a. Langkah 1
Organisasi Non Pemerintah melakukan voluntary self assesment atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format self assesment tool, lalu dilaporkan pada Kelompok Kerja pada pilar yang sesuai dengan isu lembaga dimaksud dan/atau disampaikan juga kepada Sekretariat TPB Provinsi Kalimantan Timur.

b. Langkah 2
Kelompok Kerja atau Sekretariat TPB Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dari Organisasi Non Pemerintah untuk diolah, divalidasi dan direkapitulasi yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda Kalimantan Timur selaku Ketua Tim Pelaksana.
c. Langkah 3
Tim Pelaksana merangkum keseluruhan laporan baik dari pemerintah maupun non pemerintah ke dalam suatu laporan yang utuh yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua Tim Pengarah.
4.6.2.Alur Umpan Balik
Mekanisme umpan balik dilakukan untuk mewadahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja non pemerintah yaitu : kelompok Kerja dibantu Sekretariat akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Organisasi Non Pemerintah jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.
Mekanisme evaluasi untuk Organisasi Non Pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Organisasi Non Pemerintah itu sendiri yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para personel yang diakui kompetensi, pengalaman dan integritasnya dari stakeholder berkaitan. 
Forum atau tim tersebut juga melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah serta perwakilan lain bila diperlukan dari penilai independen berdasarkan kompetensinya, misalnya pakar keuangan, manajemen, ahli evaluasi dampak, dan lain-lain. 
Hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Kelompok Kerja yang kemudian akan diserahkan kepada Ketua Tim Pelaksana sebagai bahan evaluasi keseluruhan dari para stakeholder. Ketua Tim Pelaksana akan menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Tim Pengarah. 
Ketua Tim Pengarah akan memberikan umpan balik yang bersifat strategis kepada para stakeholder untuk pencapaian TPB yang lebih optimal. Ketua Tim Pelaksana akan memberikan umpan balik penjabaran dari arahan kebijakan strategis dari Ketua Tim Pengarah kepada Kelompok Kerja, yang akan dilanjutkan disampaikan kepada Organisasi Non Pemerintah terkait.
4.7. Publikasi Hasil Pemantauan Dan Evaluasi

Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat TPB telah menyiapkan laman sdgs.bappenas.go.id sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan Peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB, dokumen dan informasi publik lainnya. 
Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi, hasil pemantauan dan evaluasi berkala atas kemajuan pencapaian TPB Indonesia.
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